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LEMBAR PERSETUJUAN

BADAN KEPENDUDUKAN , KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Jakarta, 26 April 2021

Perihal :  Keputusan Kepala BKKBN tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan
Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi BKKBN

Ditetapkan

Kepala Badan Kependudukan, dan
Keluarga Berencana Nasional, Catatan :

-

4

HASTO WARDOYO

Terlebih dahulu :

Plt. Deputi Bidang ADPIN Sekretaris Utama

W A

DWI LISTYAWARDANI TAVIP AGUS RAYANTO

Terlebih dahulu :

Direktur Teknologi, Informasi dan Data, Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Tata Laksana
\MAHYUZAR HARIYADI WIBOWO £

\
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 24/K£p/G5 /209
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJ UKAN
PEJABAT PEN GELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS]
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang ¢ a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentas; dan
pelayanan informasi Yang baik dalam pengelolaan
Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan
Keluarga Berencana, pada setiap Badan Publik
dilingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional membentuk Struktur Organisasi
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentast;

b. bahwa berdasarkan amanat dalam Pasal 11 ayat (2)
Peraturan Badan Kependudukan dan  Keluarga
Berencana Nasional Noror 15 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,

c. bahwa  berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
69/KEP/G5/2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan dokumentasi Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai, perlu
diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional tentang Struktur
Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;
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Undang-Undang Nomor 14 Tahunn 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nornor 5038);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
322);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi;

Peraturan Badan Kependudukan dan  Keluarga
Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang




Menetapkan

KESATU
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-3.

Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Balai
Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga
Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomar 779);

8. Peraturan Badan Kependudukan Nomor 15 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1025);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELQOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Menetapkan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut
sebagai PPID BKKBN.

PPID BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
terdiri dari:
a. Struktur PPID BKKBN; dan

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Struktur Organisasi PPID BKKBN sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a, terdiri atas:

Atasan PPID,

PPID Utama,

Sekretariat PPID

Wakil PPID I, Bidang Pengelolaan Informasi

Wakil PPID II, Bidang Dokumentasi dan Arsip

Wakil PPID III, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
Pelaksana PPID Eselon I

Pelaksana PPID Eselon II Unit Kerja Pusat

Pelaksana PPID Perwakilan Provinsi

L R NSO A RN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, tercantum pada
Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala BKKBN ini.
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Struktur Organisasi PPID BKKBN. sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KETIGA, tercantum pada Lampiran II, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
BKKBN ini.

Struktur Organisasi PPID BKKBN sebagaimana dimaksud

dalam Dikium KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Atasan PPID mempunyai tugas:

a.
b.

C.

a.

menetapkan kebijakan dan perangkat peraturan PPID
menetapkan Daftar Informasi Publik;

memberikan  pengarahan tentang  pengelolaan
informasi dan dokumentasi,

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
Pemohon Informasi; dan

bertindak mewakili Badan Publik dan/atau
memberikan kuasa dalam proses penyelesaian

sengketa di Komisi Informasi.

PPID Utama mempunyai tugas:

mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional
Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, tentang
pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan
informasi publik, serta penanganan penyelesaian
sengketa informasi;

mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran
Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang
Dikecualikan;

mengkoordinasikan dan melakukan uji konsekuensi
terhadap informasi yang dikecualikan;

melaksanakan penyediaan, penyimpanan,
pendokumentasian dan pengamanan informasi
publik;

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan,
mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dan  pelayanan informasi, serta
penyelesaian sengketa informasi publik;
mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat
fungsional dan/atau petugas pengelola informasi
dalam rangka peningkatan kualitas layanan
informasi publik;

menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap
informasi publik yang ditutup untuk dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar daripada

membukanya, atau sebaliknya;
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h. menyebarluaskan informasi publik melalui media

komunikasi dan publikasi; dan

menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dan pelayanan informasi untuk
disampaikan kepada Pembina PPID dan Komisi

Informasi Pusat.

Sekretariat mempunyai tugas:

a.

memberikan dukungan teknis, penatausahaan,
fasilitasi, administratif dan operasional dalam
penyusunan peraturan, pengumpulan, penataan dan
penyimpanan data informasi, pelayanan informasi
serta penyelesaian sengketa informasi;

menyiapkan dan menyusun laporan tahunan serta
konsep laporan PPID secara berkala; dan

melakukan pelayanan informasi publik.

Wakil PPID I, Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai

tugas:

a. menyusun SOP pengumpulan, pendokumentasian

dan pelayanan informasi publik serta penanganan

sengketa informasi;

. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi

Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan
melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang

dikecualikan,

. melakukan pengelolaan informasi;

. melakukan penyebarluasan informasi publik melalui

media komunikasi dan publikasi;

mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pejabat
fungsional dan/atau petugas pengelola informasi
dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi
publik; dan

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID
Utama terkait pengelolaan dan pelayanan informasi
publik.

Wakil PPID 11, Bidang Dokumentasi dan Arsip

mempunyai tugas:

a.

menghimpun, menata, menyimpan dan
mengamankan informasi publik dari PPID Pelaksana
Eselon I, Pelaksana PPID Eselon 1i;

melakukan penyelenggaraan dan koordinasi sistem

informasi dan dokumentasi;
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melakukan pengelolaan  digitalisasi arsip dan
dokumentasi;
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID

Utama terkait pendokumentasian dan Arsip

Wakil PPID III, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

mempunyai tugas:

a.

memberikan pertimbangan hukum dalam proses uji
konsekuensi terhadap informasi publik yang
dikecualikan;

memberikan advokasi hukum dan pendampingan
dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik;
dan

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID
Utama terkait penyelesaian sengketa informasi dan

bantuan hukum.

Pelaksana PPID Eselon I mempunyai tugas:

a.

mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi
kegiatan maupun informasi yvang ada di masing-
masing kedeputian;

membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi
Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan
kepada PPID Utama;

menyediakan dukungan data dan informasi untuk
menanggapi permohonan informasi publik yang
diterima melalui Sekretariat PPID;

menyediakan dukungan data dan informasi serta
memberikan pendampingan dalam proses
penyelesaian sengketa informasi;

melakukan pembinaan terhadap PPID Pelaksana Unit
Kerja Eselon II Pusat dan PPID Pelaksana Perwakilan
Provinsi pada wilayah binaannya;

membantu PPID Utama dalam penyebarluasan
informasi publik melalui media komunikasi dan
publikasi;

Pelaksana PPID Eselon II Unit Kerja Pusat mempunyai

tugas:

a.

mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi
kegiatan maupun informasi yang ada di masing-
masing unit kerja;

membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi
Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan
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kepada PPID Pelaksana ;

c. menyediakan dukungan data dan informasi untuk
menanggapi permohonan informasi publik yang
diterima melalui Sekretariat PPID;

d. menyediakan dukungan data dan informasi serta
memberikan pendampingan dalam proses
penyelesaian sengketa informasi; dan

e. membantu PPID Utama dalam penyebarluasan
informasi publik melalui media komunikasi dan

publikasi;

9. Pelaksana PPID Perwakilan Provinsi mempunyai tugas:

a. Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Perwakilan Provinsi;

b. membuat SOP internal terkait pengumpulan,
pengelolaan, pendokumentasian dan penyelesaian
sengketa informasi;

c. mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi
kegiatan maupun informasi yang berada di bawah
kewenangannya;

d. mewakili PPID dalam memberikan pelayanan
informasi yang telah diklasifikasikan sebagai
informasi publik yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala, informasi publik yang
tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib
diumumkan secara serta merta;

e. membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi
Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan
kepada PPID Utama setiap tahunnya;

f. menyediakan dukungan data dan informasi serta
memberikan pendampingan dan/atau menghadiri
proses penyelesaian sengketa informasi di masing-
masing unit Pelaksana Perwakilan Provinsi;

g. membantu PPID Utama dalam menyebarluaskan
informasi publik melalui media komunikasi dan
publikasi;

h. menyediakan dukungan data dan informasi untuk
menanggapi permohonan informasi publik yang
diterima melalui Sekretariat PPID; dan

i. membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan
kepada PPID Utama.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini
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dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA} Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 69/KEP/G5/2018 tentang Perubahan
Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 137/KEP/D2/2011 tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan apabila dalamm Keputusan ini terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ... 7 Me1 202

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

2

HASTO WARDOYO { .




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMORS%4 /KEP/G5/2021

TENTANG

PENETAPAN  STRUKTUR ORGANISASI  DAN
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO KEDUDUKAN DALAM PPID NAMA/JABATAN

1. | Atasan PPID Kepala BKKBN

2. | PPID Utama Sekretaris Utama

3. | Sekretariat PPID Direktur  Teknologi Informasi dan

Dokumentasi

4. | Wakil PPID I, Bidang Pengelolaan Direktur Komunikasi, Edukasi dan
Informasi Publik Informasi

5. | Wakil PPID II, Bidang Dokumentasi Kepala Biro Umum dan Hubungan
dan Arsip Masyarakat

6. | Wakil PPID III, Bidang Penyelesaian Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata
Sengketa Informasi Laksana

7. | Pelaksana PPID Eselon I Deputi/Inspektur/Sestama |

8. | Pelaksana PPID Eselon II Unit Kerja Kepala  Biro/Kepala  Pusat/Direktur
Pusat /Inspektur

9. | Pelaksana PPID Perwakilan Provinsi

Kepala Perwakilan Provinsi

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

# e

HASTO WARDOYO { )
4




_ oilq ©
redax{/miadsur /anyam fresng
ereday]

ISUlanld UeyemIag eredsy

ISUIAOIJ UE[LHEmIsg

euesye[ad adidd elray pun 11 woresy aidd
_.l|| St —_— —

|

_. v /eureisag /undagg
I uo1asq Aidd

BUIB][) SLIBIOIN9G
ewel) qidd

_

_ NEDINE efeday
_ aiaa wesey

|

TVNOISYN VNVONIIHL VONVNTIN NVQ NVINANANHIAY NVYavd
{ldd ISVSINVOYO dNLMNMILS

"TYNOISVN YNVONANAL VOV TIN

NVA  NVINANANALEY  NVAvE  ISYINHWMIOJ
NVQ ISVINOJNI VIOTIDNAED LvEAVLdd NVINCNNNED
NV ISYSINVDIO ANLANALS NYIVLANA]
DNVINZL

0z0Z/SD/da3/ B4 JOWON

TYNOISYN YNVONAYEE VOAVNTII NV
NVANANANAIIN NVAYE VIVAET NVSNLOIAHA

IT NVIIdAVT

0T




BUBSYE] BIR], UBP

ses[esiQ) ‘wnyny oag ereday] SEUWUNY Uep unwyp) ong ereday
ARqng 1sewiojul
e)adusg ueresojaduag Sueprg disiy uep sejuswniyoc Sueprg
III qidd TrEem II aIdd T em

sexnpd
URp ISBULIOJU] ‘ISEHTUNIOY JNINaI]

1seuntoju] ueejolefuad Sueprg
I Qidd 1'9em

eIR( UEP ISEwnoyu] 1§ojowa], IMNaIIg
STV LTINS

BUR)N) SLIBIOINIS
YVIAIV.LA dIdd

NEXXd VINVLA dldd dNLANHLS

1T




eipey revoisfunyg jeqefod vApeR MUV reuosduny reqeled

eipeN UV [BuoIsSuny jeqelo

HHqNg ISewIojul ueejopiuag Sueprg

qraqnd ANqnd ISEULIoIuf
1sewroyuy vloysuag ueressodusg Sueprg disay uep sejusuwmyoq Jueprg
oarg
ereday] /1niyadsu] famyan(g /resng ereday
SV LTI IS

[Ndag]/eureyn) INIedsu] /eume)] SLIelanag
I NOTASH VNVSHVTAd dIdd

NG d I NOTASH VNVSHVYTAd didd 3NIYANELS

[4%




epn MUV euosuny yeqelod

qaqnd 1seurroyu] vioiduag
uerzsajodiuad Suepig

epny Yy reuorsdund leqelaq

Hgnd tseuwrroyul
disay uep [sejuswnyoq Sueprg

epnpy MUy reucissund jeqelod

aqnd
iseunioju] uge[o[asusg Sueprg

|

eApe MUY revctsSuny jeqelad

STIUV LI HAS

a1 eredsy /iniyadsu]/InyaIi fresnd ereday

B

II NOTHSH YNVSHVTId dIdd

NEMME I NOTHSH VNVSIVTHd didd dNIANALS

€T




—

A OAOQAVM OLSVH ¥

%

“TYNOISYN VNVONHMNA VOTIN NVJ
NVANANANILEI NYAvE vVIVdE

wnyny Sueprqusw

wnun dueprquaur
FueA 10jBUTPIOOY QDG

Jued Jo1eUIpI0OY NG

HHgNJ Iseurioyu] e3sxsusg

HIqng 1semrrojuy disxy
ueressj2iusg Sueprg

uep Isejustunyoq Jueprg

- A

|

ISBHNPH 2P [SBULIOJU]
‘seunwoy 1SUepIquIIL
Fued 101eUIpIoOy QNG

ISBULTIOJU]
uep eye(] 1I3UBPIQUIWU
Fued jojeurplooy qng

HIqng SBUWIIojuy

qHqnd
uge[oafusg Suepg

ISeunIojul weuedelsd Sueprg

ISUIACL] UBINEMII] SLIRIAD[3S
Hiqud seunrojuy glagdusg wep [sejuawinyoq Sueplg
Ii euesye[ad didd IIem

ISBULIOJU] UeD UeHeIHIUa] ISBY0APY IHURPIqWSW HUEA J0JRUIPIOOY
AAqnd 1seuuojul ave[ojaluad uep uweuederad Suepirg
1 Buesyepdd gidd 11em

ISNIAQOYd NVIIMVMYAd YNVSHVTEd dIdd

ISUIAG] UE[INemiad eeda)y Q

NEXMH ISNIACHd NVIIVMIAd YNVSHVYTAd didd 3NIINALS

14!




